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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bangsa Indonesia merupakan bangsa berpendapatan menengah dan
memiliki tingkat pendidikan semakin tinggi, mempunyai kehidupan politik yang

semakin demokratis, serta rakyat yang punya kesadaran politik semakin tinggi.

Dalam kondisi seperti tersebut, maSyarakat Indonesia akan semakin menuntut
pelayanan publik yang sefa \~ agjangkau dan semakin bermutu
tinggi, antara Jai / PS MUH ‘I\h\“ anan kesehatan yang

/‘i’: ‘i\i\KhS Qf" 4’ aik. Untuk

kesatuan kompleks yang daya manusia secara
penuh demi tercapainya suatu tujuan. Apabila suatu organisasi mampu mencapai
tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut

efektif.



Seiring dengan perkembangannya, semua organisasi dituntut untuk dapat
bersaing memberikan pelayanan yang maksimal, tidak terkecuali organisasi
pemerintah. Demikian halnya dengan aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat
dan abdi pemerintah,dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat karena hal tersebut sudah merupakan salah satu fungsi yang

harus dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan

seluruh proses pelaksanaan pemba . -ﬁ berbagai sektor kehidupan mulai

dari tingkat pusat hingga.ti .-"' n.cra.globalisasi dan seiring dengan
kemajuan za p»ﬁ MU HA;%\\ yanl masyarakat,

\\\dﬂh&jf/ o
S *-f*""

diri dengan

Kinerja pada dasa akukan atau tidak dilakukan
karyawan. Kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)
mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada instansi

pemerintahan. Setiap pegawai memiliki kriteria pekerjaan yang spesifik, atau

dimensi kerja yang mengidentifikasi elemen-elemen yang paling penting dari



suatu pekerjaan. Organisasi atau instansi perlu mengetahui berbagai kelemahan
dan kelebihan pegawai sebagai landasan untuk memperbaiki kelemahan dan
menguatkan kelebihan dalam rangka meningkatkan produktifitas dan
pengembangan pegawai sehingga kinerja pegawai pada setiap instansi harus
dioptimalkan demi tercapainya tujuan instansi tersebut. Untuk itu perlu dilakukan

penilaian kinerja secara periodik yang berorientasi pada masa lalu atau masa yang

akan datang. Penilaian disini dimé@kSudkan untuk mengetahui apakah untuk
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kinerja dari pegawai peme
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/ (PPPK) sudah memenuhi
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akuntabel, partisipati
bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah masing-
masing. Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin obyektivitas
perpanjangan perjanjian kerja,

pemberian tunjangan, dan pengembangan

kompetensi.



Keluarnya undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tersebut diharapkan
dapat membawa perubahan dalam manajemen kepegawaian serta pengembangan
kapasitas pegawai di Kantor Balai Kota Makassar yang berdampak pada kinerja
pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang nantinya akan diukur setiap
tahunnya secara individual. Oleh karena itu untuk mengukur bagaimana kinerja
Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka ada beberapa indikator yang

harus diperhatikan yaitu 1. Pertama kualitas atau mutu kerja masih ada sebagian

Pegawai Pemerintah dengan«F /\

Balaikota Makassa //r; ’mu H «; elesaikan pekerjaan yang
diberikan.; “:& AS 6 4M ‘-\"- ebagian Pegawai

J :..*.- \.i_f!l!tsz /

"\m\ .._-aﬂ
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PPPK) di bagian umum Kantor

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas, maka peneliti ini

berusaha seoptimal mungkin untuk mengkaji masalah dengan batasan:



Bagaimana Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di
Kantor Balaikota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam Penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) di Kantor Balaikota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian. A
1. Secara teoritis,dapatii *Ya

eilmuan bagi penulis baik secara

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Balaikota Makassar .

3. Merupakan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu
pengetahuan vyaitu ilmu pemerintahan Khususnya dicapai dalam

penyusunan proposal ini adalah : Untuk mengetahui Kinerja Pegawai



Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Balaikota

Makassar.




BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Pengertian Kinerja
1. Pengertian Kinerja
Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sebé sesuai dengan tanggungjawab

i pegawai
yang dibebankan a -./ \\». inerja pada dasarnya dapat
dilihat dari / pﬁr ML Hf" seindividu) dan kinerja
pK‘ASS,q @r;;a\' dalam suatu
o \...,. i!f,.,,/ R

F c'ﬂ. u;\# 4\&3”@

melaksanakan tuga . Lebih lanjut lagi,
Mangkunegara menyatakan bahwa pada umumnya Kkinerja dibedakan
menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi, kinerja individu

adalah hasil kerja karyawan telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi



adalah gabungan dari kinerja individu dengan Kkinerja kelompok
(Mangkunegara, 2005).

Hal ini seiring dengan yang dikemukakan oleh Sarita dalam
Prawirosentono (1999:2) yang menyatakan bahwa:Kinerja adalah hasil kerja
yang dapat dicapai oleh seseorang atausekelompok orang dalam suatu
organisasi, sesuai dengan wewenang dantanggung jawab masing-masing,
dalam rangka upaya mencapaisit
tidak melanggar huk -/

. ﬁ p MUK
\\\.ﬂ! hf//

A f"‘ .“e'f»‘?é"’”’ .

3 orgamsasn bersangkutan secara legal,
al maupun etika”. Oleh karena

estasi kerja,atau hasil

,\

'i’:’?. i
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Istilah “

pegawai adalah seberapa banyak para pegawai memberi konstribusi kepada

perusahaan meliputi kuantitas output, kualitas output, jangka waktu,

kehadiran ditempat kerja dan sikap kooperatif. Kinerja pegawai menunjuk



pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas
yang menjadi tanggungjawabnya.

Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa: “Kinerja adalah tingkat
pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan
menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan”. Setiap individu

atau organisasi tentu mekan dicapai dengan menetapkan

target atau sasaran

(1999:3),

anaan suatu

. Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu
dalam organisasi menurut Murti dalam Mangkunegara (2005:16-17) adalah

factor internal dan faktor eksternal yang dijelaskan sebagai berikut berikut:



a. Faktor Individu secara psikologis, individu yang normal adalah
individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis
(rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang
tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki
konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal

utama individu manusia untu mampu mengelola dan mendayagunakan

erja. Faktor
g 2hatan yang

yangdigunakan untuk“mei dan--mengets apakah seseorang pegawai
telahmelaksanakan pekerjaannya dalam suatu organisasi melalui instrumen
penilaiankinerja. Pada hakikatnya, penilaian kinerja merupakan suatu
evaluasi  terhadappenampilan  kerja  individu  (personel)  dengan

membandingkan dengan standarbakupenampilan.



Mangkunegara, (2005: 10) mengemukakan bahwa penilaian Kkerja
pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan
potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau
penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek orang ataupun

sesuatu barang.

Menurut Handoko (2005), penilaian prestasi kerja (performance
appraisal) adalah proses mela rganisasi-organisasi mengevaluasi
atau menilai prestast / egiatan ini dapat memperbaiki

/;: MUKA N

P S DKASS
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proses penilaian akukan oleh pejabat penilai
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dan juga Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 dapat disimpulkan

bahwa penilaian prestasi kerja (kinerja) adalah penilaian yang dilakukan



secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja
organisasi. Disamping itu, juga untuk menentukan pelatihan kerja secara
tepat, memberikan tanggapan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai
dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan dan penentuan
imbalan.Tujuan dari penilaian prestasi kerja (kinerja) adalah untuk
memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi dari SDM organisasi.

Berdasarkan Peraturan * I|k Indonesia Nomor 46 tahun
2011, Penilaian pre i ols insip:

p

‘ fﬁmﬁﬂ » <P 60% (enam puluh

persen) dan perilaku
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana
kerja pegawai yang disusun berdasarkan rencana kerja tahunan instansi dan

target yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan oleh seorang



PNS. Rencana dan target kerja tersebut disusun setiap awal tahun oleh
pegawai, dan harus disetujui oleh atasan lagsung/pejabat penilainya. Sanksi
bagi pegawai yang tidak menyusun SKP diatur dalam PP No. 53 Tahun 2011
tentang Hukuman Disiplin Pegawai.Penilaian kinerja dengan menggunakan
SKP ini meliputi beberapa aspek, yakni kuantitas, kualitas, waktu dan biaya

sesuai dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masing

instansi.Lebih lanjut c. a bahwa aspek-aspek tersebut disusun
dengan mengacu padz Smiatan masing-masing instansi.

2 /penggunaan waktu

gas dan tanggung
jawabnya.”Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja
dan penggunaan waktu.Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaanya,
dapat dikerjakan.Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang

digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.



2. Aspek Kualitas

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:57) bahwa “Quality
(kualitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau
kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat
dipadankan dengan angka”. Sedangkan menurut Wilson dan Heyel

(1987:101) mengatakan bahwa “Quality of work (kualitas kerja)

menunjukkan sejauh mana muiisseorang pegawai dalam melaksanakan

tugas-tugasnya melipTii cffekapan, dan kerapian”. Dari
pendapat diata /Qa LS M“Hﬁ“ \ ukur melalui ketepatan,

\ﬁ!p K # S!g_p \ atan dalam
\\‘tizn.;// '

%‘?_;«"
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Visi dan misi suatu organisasi akan tercapai apabila pekerjaan yang
dilakukan oleh para pegawai dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang

telah ditentukan, dalam hal ini diantaranya ; Ketepatan waktu dalam



menyelesaikan pekerjaan dan Pekerjaan selesai pada saat dibutuhkan.
Berbicara soal ketepatan waktu maka hal ini terkait dengan efisiensi waktu..
Menurut Muchdoro (1997:180) “Efisiensi adalah tingkat kehematan
dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan
yang diinginkan. Efisiensi terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi waktu dan

efisiensi biaya.Efisiensi waktu adalah tingkat kehematan dalam hal waktu

saat pelaksanaan hlngga kapa selesal Sedangkan efisiensi biaya
adalah tingkat kehem .- T*ekonomi yang dilakukan untuk
mencap @r -t MUHAQ

4 \‘\ R Yo

)
= Nl o %
o 4 =

mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

b. Perilaku Kerja
Selain dengan SKP, prestasi kerja pegawai juga diukur dengan

indicator perilaku kerja.Parameter yang digunakan untuk mengukur perilaku



kerja adalah orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama,
dan khusus bagi pejabat struktural ditambah satu dimensi yaitu
kepemimpinan.Definisi operasional dari indikator-indikator tersebut adalah
sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal dalam PP No.46
Tahun 2011.

1. Orientasi Pelayanan

Yang dimaksud dengap’ {"@rientasi pelayanan” adalah sikap dan

m\
edUr fayana
SV

konsistensi dan keteguhan-yang" tak-lergoyahks m menjunjung tinggi

nilai-nilai luhur dan keyakinan definisi lain dari integritas adalah suatu
konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.
Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari

tindakan seseorang.Integritas berarti kita melakukan apa yang kita lakukan



karena hal tersebut benar dan bukan karena sedang digandrungi orang atau
sesuai dengan tata krama. Gaya hidup, yang tidak tunduk kepada godaan
yang memikat dari sikap moral yang mudah, akan selalu menang.
3. Komitmen

Komitmenmerupakan kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan

sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan

mengutamakan kepent 3
seseorang, dan/atau getGi

daripada kepentingan diri sendiri,

suatu

‘t,, W wiﬁ' sangat
avaiDimeR = Hekerja apuasan hIdUp,

asi secara

ipil untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati
atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin adalah suatu sikap, tingkah

laku dan perbuatan yang sesuai dengan aturan instansi baik yang tertulis



maupun tidak tertulis. Disiplin kerja meruapakan kebijaksanaan yang menuju
kepada rasa tanggungjawab dan kewajiban bagi karyawan untuk menaati
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan perusahan ditempat karyawan itu
bekerja (Harlie 2010).

Tujuan disiplin yaitu menyiapkansuatu suasana dimana disiplin itu

sendiri dapat dikembangkan, serta mengambil tindakan yang tegas terhadap

pada efisiensi dan

efektivitas yang lebih baik. Hal ini sangat berbeda dengan kerja yang
dilaksanakan oleh perorangan.

6. Kepemimpinan



Berikutnya, aspek “kepemimpinan” yang diperuntukkan bagi pejabat
struktural didefinisikan sebagai kemampuan dan kemauan PNS untuk
memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan
dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Kepemimpinan
atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-

prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi

eadership tersebut sebenarnya

sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki
kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya.
Para ahli teori sukarela (compliance induction theorist) cenderung

memandang leadership sebagai pemaksaan ataupendesakan pengaruh secara



tidak langsung dan sebagai sarana untukmembentuk kelompok sesuai dengan
keinginan pemimpin (Moejiono, 2002)
4. Manfaat Penilaian Kinerja Pegawai
Adapun manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagaiberikut :
1. Untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang keliru oleh para

pegawai, dan sebagai masukan bagi para pimpinan dalam membantu dan

mengarahkan pegawai dalafismemperbaiki pelaksanaan pekerjaannya

dimasa depan.

melalui

para

dan

atau  kegagalan

c. Membantu memperbaiki kegiatan pelatihan, baik dalam
menyusunkuriku-lumnya maupun memilih pegawai/karyawan yang
akan diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan. Hasil penilaian

pelaksanaanpekerjaan dapat memberikan informasi mengenai



kondisiketerampilan keahlian yang kurang/tidak dikuasai oleh
pegawai/karyawan  sehingga  berpengaruh  pada  efisiensi,
efektivitas,produktivitas serta kualitas kerja dan hasil-hasilnya. Hasil
tersebutdapat dipergunakan sebagai masukan dalam melakukan
analisiskebutuhan pelatihan, baik pada tingkat organisasi, tingkat unit
kerjamaupun dalam analisis individual.

pegawai/karyawan dala

a e s:& WelJ5

3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-
upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih

konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.



5. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan reward
atas perilaku yang diharapkan tersebut.
Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dapat diketahui
dengan menggunakan evaluasi atau penilaian kegiatan organisasi tersebut
berdasarkan peraturan, norma, dan etika yang berlaku. Penilaian kinerja

dalam kurun waktu tertentu ini disebut dengan penilaian kinerja organisasi,
hasilnya dapat dijadikan pedom rbaikan kegiatan organisasi. Oleh
karena itu, perlu ki 1 inerja pegawai pemerintah di

publik  yang

teknis,

B. Konsep Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Seiring masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa
mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara Indonesia menuju

kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah



sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan
kerja tersebut. Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia
sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah
pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia
untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan.Manusia
yang terlibat dalam organisasi ini disebut juga pegawai. Untuk lebih jelasnya

akan dikemukakan pendapat beberapa ahli mengenai defenisi pegawai.

annya tergantung pada pegawai

yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi
tersebut.

Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam

melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun



organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang
telah dikerjakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef (1984:5) yang
mengatakan bahwa: Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan
dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau
badan swasta. Selanjutnya Musanef memberikan definisi pegawai sebagai

pekerja atau worker adalah, “Mereka yang secara langsung digerakkan oleh

seorang  manajer untu sebagai pelaksana yang akan

menyelenggarakan — peke chghasilkan  karya-karya —yang
i A E!g,_- 2 M“Hjﬁ‘:\ 1g.telah ditetapkan.
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pegawai mengandung pe

1. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan maksud
memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas jasa yang telah
diberikan.

2. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih.



3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pemberkerja
(majikan).

4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melakukan proses
penerimaan.

5. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara
pemberi kerja dengan penerima Kkerja). Oleh karena yang menjadi

objekpenelitian penulis :r :
i

pegawainegeri menug

awal negerl maka ada dua pengertian
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Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan

abdimasyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,
UUD1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan

danpembangunan.Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri maka baginya



dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah tentu di
samping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang
didapat oleh seorang pegawai negeri. Pada Pasal 4 Undang-Undang No.43 Tahun
1999 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara

dan Pemerintahan.Pada umumnya yéa#,dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan
adalah suatu tekad dar / seQrang pegawai negeri untuk

melaksanakan dan'merys P:p- sesSUa 1 ;M, fengan penuh kesadaran

@ﬂﬁlt‘PKrhSSAq @-? ity negara, abdi

NP
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ahaman yang

setiap pegawai negerl wa dangan yang berlaku
dan melaksanakan kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh
pengabdian kesadaran dan tanggung jawab. Pegawai Negeri Sipil adalah
pelaksana pearturan perundang-undangan, sebab itu maka seorang Pegawai

Negeri Sipil wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati



oleh anggota Apakah suatu rencana kegiatan atau tindakan bersifat rahasia
jabatan, dan dirahasiakan kedalam Klasifikasi yang mana harus ditentukan
dengan tegas oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Biasanya seorangpegawai negeri karena jabatan atau karena pekerjaannya
dapat mengetahui jabatan.Bocornya suatu rahasia jabatan dapat menimbulkan

kerugian atau bahaya terhadap negara. Pada umunya kebocoran rahasia jabatan

disebabkan oleh dua hal yaltu seng ,1_-, kepada orang lain atau karena

kelalaian atau kurang ang bersangkutan, keduanya

etlap pegawai negeri beserta
keluarganyaharus hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat
memusatkan perhatian dan kegiatannya melaksanakan tugas yang dipercayakan

kepadanya. Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atau hasil karya



seseorang dalam menunaikan tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-
masing.
C. Konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum. Menurut A. Hamid
S. Attamimi, Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan
hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut
dalam segala bentuknya dilakukan,é ekuasaan hukum. Sebagai negara
hukum, setiap penyelenge ../ [ltahan haruslah berdasarkan pada
/ q‘ MUH 14\ masalah kepegawaian,

hukum yang berla Wi
7 2 nKASS \
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epegawaian ini
secarafilosofis Aye : an  meningkatkan
pembangunan ne

Pemerintah dalam memenuhi pelayanan masyarakat secara menyeluruh
sangatlah diakui keterbatasannya sehingga pemerintah memberikan beberapa
ruang kebijakan khusus dalam mengantisipasi kekurangannya, misalnya dengan

terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil maka pemerintah memberikan



kewenangan kepada pejabat yang berwenang untuk memperbantukan masyarakat
yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap. Sebagai
dasar konstitusional lahirnya kebijakan tersebut berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan
(2) UUD Republik Indonesia 1945 bahwa: (1) segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) tiap-tiap warga Negara

berhak atas pekerjaan dan penghidina ng layak bagi kemanusiaan. Hal

tersebut dapat dilaksanakar i \' dang Nomor 43 Tahun 1999

Tentang PO Pq M JH’Q‘@\‘ g berbunyi: “Selain

Pegawai !c ' ’\KAS q.; \
‘_.3/ \i\

pegawai tidak
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relatif masih em pemerintahan negara yang
semakin demokratis, semakin desentralistis, dan ekonomi yang semakin terbuka,
personalia yang dikelola dengan pendekatan administrasi pegawai terasa tidak lagi

mampu mendukung sistem politik,sistem sosial, dan sistem ekonomi yang telah



mengalami perubahan fundamental sejak gelombang Reformasi melanda
Indonesia pada Tahun 1998.

Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa perlu mengganti system
tersebut karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan
global.Sebagaimana diketahui saat ini, pemerintah sedang melaksanakan

reformasi birokrasi di bidang kepegawaian.Salah satu bidang yang direformasi

adalah penataan Sumber Daya Maptisia, Aparatur meliputi penataan jumlah dan

\ manaia: hﬁ"‘ asarka 2 Sistem
s "'a:-gﬁr ' '
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tidak ada lagi pé Py coaws e 2nal dalam UU No. 5

Tahun 2014 a jan Perjanjian Kerja
(PPPK). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas

pemerintahan. Ketentuan mengenai pengangkatan PPPK telah ditetapkan di dalam



Pasal 95 UU ASN yang menyatakan bahwa: “setiap warga negara Indonesia
mempuyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah
memenuhi syarat.” Untuk proses pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan
keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (Pasal 98 ayat1).

Namun saat ini peraturan tersebut belum ditetapkan, sehingga pemerintah

masih berpedoman pada peraturan pelaksana dari Undang-Undang sebelumnya

seperti Peraturan Pemerintah2012 yang merupakan perubahan
epetiii BalMn 2005 Tentang Pengangkatan

Perilaku Kerja. Untuk mengukur kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja (PPPK) di kantor Balaikota Makassar dilakukan pengukuran dengan dua

unsur tersebut lalu nilai-nilai yang dicapai akan digabungkan dengan bobot SKP



60% dan Perilaku Kerja 40%. Namun dalam mengukur kinerja pegawai dengan
perjanjian kerja (PPPK), akan ada faktor yang mempengaruhi itu semua.Sehingga

kerangka konsep yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir

Perjanjian«(PR <antor Balaikota

obasar,

E. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian tentang Kinerja Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) dikantor Balaikota Makassar.

F. Deskripsi Fokus Penelitian



. Kinerja dalam penelitian ini merupakan hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan
tanggungjawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya,

. Aspek kuantitas dalam penelitian ini merupakan jumlah kerja yang
dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu.

menunjukkan sejauh mana mutu

. Aspek kualitas dalam peneli

T\
s "“t:\#g i

. Integritas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah konsistensi dan

keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai
luhur dan keyakinan definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang

menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.



8. Komitmen yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kemauan dan
kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan pegawai untuk
mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas
daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

9. Disiplin dalam penelitian ini adalah kesanggupan pegawai untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan dan/atéiisperaturan kedinasan yang apabila tidak

=




BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian
Waktu penelitian yang direncanakan dari tanggal 10 April sampai dengan
10 juni 2017 setelah seminar proposal. Lokasi penelitian dilaksanakan diKantor
Balai Kota Makassar, Penelitian kan untuk mengetahui Kinerja
Pegawai Pemerinta L (PPPK) di Kantor Balaikota
< A4
A

Makassar.

-

adata pene S ai
] -..':‘;r : itu data

keadaan

;? *menologi yaitu
Py
" ‘f a AN ' 1 1
o E‘:T PArka hﬂ? a yang terjadi pada
objek penelitian selama
C. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu :

34



1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan
penelitian tentang Kinerja Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di
Kantor Balaikota Makassar.
2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau

pertama tetapi bersu

bahan bacaan atau dokumentasi yang

No. Jumlah

1. 1

2. WIWIK INDRAYANTI | Staff PPPK Sub Tata| WI 1
Usaha

3. LAELY SAFARIAH, | Staff PPPK Kepegawaian | LS 1

S.Pd Bagian Umum

4, IRKI ISMAIL, SE Staff PPPK Sub Tata| IS 1

Usaha Bagian Umum




5. SITI RATNA, SE Staff PPPK Sub Sandi | SR 1
Telkom Bagian Umum

6. HAFSA Staff PPPK Sub Rumah H 1
Tangga Bagian Umum

Jumlah 6 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di.et

1. Observasi
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yang bisa dinyatakan dalam bentuk dokumen-dokumen, buku yang
mengenai dengan Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Balaikota Makassar.



F.  Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data
yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk
menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif.
Dalam model ini terdapat tiga (3) komponen pokok. Menurut Miles dan

Huberman dalam (Sugiono : 2012) k
1. Reduksi adalah sus -/ .-
3 /-(; pqq'* M J qu .ii\" a.mentah atau data yang
Q/ é\ptm ASS‘-Q 'i) \ ata berlangsung
-5. I!h,f /// Data yang
; p : .

a komponen tersebut yaitu:

satan, pemer-hatian pada

a penelitian

memilih hal-

gambaran Yyang leb engamatan dan mempermudah
penulis untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.Dalam mereduksi
data, peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai yaitu menemukan

sesuatu. Ketika peneliti menemukan sesuatu yang asing, tidak dikenal dan

belum memiliki pola, justru itulah yang menarik bagi peneliti. Reduksi data



menurut Sugiyono merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan
kecerdasan dan keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggiUntuk
mendukung kualitas data yang akan direduksi atau dianggap penting, peneliti
meminta bantuan pada orang lain yang dianggap ahli.
. Data Display (Penyajian Data) Penyajian data adalah penyusunan informasi
yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi
lebih selektif dan sed ta memberikan kemungkinan adanya
penarikan kesimpular \ dakan. Sehubungan data yang
di /;i% M“Hﬂ ‘af-paragraf, uraian (teks)
?l KAST% , bagian tersusun

engan data

ajian data

Pegawai Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Balai Kota Makassar. Analisis data yang
terus menerus mempunyai implikasi terhadap pengurangan dan penambahan
data yang dibutuhkan, hal ini memungkinkan peneliti untuk kembali lagi ke

lapangan untuk mencukupi kekurangan data yang dimaksud.



3. Pengambilan Keputusan tahapan yang paling akhir dalam proses analisa data
adalah Conclusion Drawing atau verifikasi atau kesimpulan hasil yang
diperolehnya. Dalam analisa data, peneliti berusaha mencari pola, model,
tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi
dari data yang peneliti dapatkan di Kantor Balai Kota Makassaritu kemudian

penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan, pada mulanya kesimpulan itu

kabur tapi lama-kelamaan semakiijelas karena data yang diperoleh semakin
/ api satu sama lain.Analisa data

akai dan
dengan

covarian,

didukung 7g valid dai sten saat peneliti kembali ke
lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

kredibel.



G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2009:366), teknik pengumpulan data triangulasi
diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari
berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut
Sugiono (2009:368), ada 3 macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi su i membandingkan dengan cara mengecek

ulang derajat keperes

he 4 p‘% M[ HJ... il pengamatan dengan
\h\p KA sq @ A secara umum

W <
A N‘!E@fd/fé

o
‘ HRINAIGApes -~
Y SV Z
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dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber
masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih
valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan



dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi
yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka

dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

H. Jadwal Penelitian
Adapun pelaksanaan penelitian mulai dari 10 April sampai dengan tanggal

10 Juni 2017, dan yang diteliti direncanakan mencakup dua tahap, yaitu:

1. Persiapan



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karekteristik Objek Penelitian

Sebagian dari kita lahir dengan mengenal Ujung Pandang sebagai ibukota
Provinsi Sulawesi Selatan. Belakangan, mulai 1999, namanya berganti jadi
Makassar. Pergantian nama ini diikuti dengan perluasan wilayah kota Makassar

ke arah laut, dari semula 000 hektar menjadi 27.577 hektar.
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sekitar masa hanc iten ok Makassar pun ini
menetapkan 9 Nopember 1607 sebagai hari jadinya.

Nama Ujung Pandang baru digunakan pada 1971 saat Makassar ditetapkan
sebagai kotamadya. Nama itu kabarnya berasal dari istilah "Jumpandang",

sebutan orang dari wilayah pedalaman yang bermigrasi ke Kota Makassar.



Sebelumnya, pada 1906, pemerintah Hindia Belanda juga pernah menetapkan
Makassar sebagai Kota Madya. Pada 1920, Makassar pernah ditempati 9
perwakilan 'negara’ asing dan menjadi kota internasional. Sejak awal abad hingga
Perang Dunia Il, Makassar menikmati masa damai, tanpa perang, selama tiga

setengah abad.

Saat ini Kota Makassar terbagi ke dalam 14 kecamatan. Kantor walikotanya

W, 7N
1 -‘b\ » 9



STRUKTUR BAGAN KANTOR WALIKOTA MAKASSAR

Asisten Bi
Pemeri

Bagian Tata
Pemerintahan

Bagian Pertana
Bagian Organisasi .+
Dan Tatalaksana
Bagian Hukum

WALIKOTA

WAKIL
WALIKOTA

Iy

Asisten Bidang
Administrasi
» Umum

1. Bagian Umum

2. Bagian
Protokol

3. Bagian Humas




B. Kinerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di
Kantor Balaikota Makassar
Tercapainya visi dan misi dari organisasi merupakan target akhir dari
pelaksanaan setiap tugas-tugas dalam organisasi. Organisasi yang satu dengan
organisasi yang lainnya, tentu sangat berbeda visi dan misi yang diinginkan, hal

ini tergantung pada bidang kegiatan yang dilaksanakan suatu organisasi.

Pemahaman pegawai terhad misi organisasi sangatlah penting karena

g0

tercapainya tujuan akhir s eh bagaimana orangorang
dalam organisasi.tersebut « ..LE& MUH,{E‘;# wisi dan misi organisasi.
K‘ASTS_“% :T\\ manusia yang

R0, N

a pegawai sangat ditentukan
oleh fungsi yangdiemban oleh pegawai terhadap tugas-tugas yang akan dilakukan.
Dalam fungsi tersebut terkandung suatu tujuan dan sasaran yang aka dicapai oleh
organisasi dalam periode tertentu. Tujuan dan sasaran tersebut akan mengarahkan

setiappegawai untuk bertindak efektif dan efisien agar dapat memberikan



kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Olehnya itu dalam memahami kinerja
tidak semata-mata didasarkan oleh kebutuhan untuk bekerja tetapi lebih dari
itu,dibalik kebutuhan untuk bekerja terkandung suatu hasil yang perlu dicapai.
Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh seluruh pegawai
dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam
rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak
melanggar hukum dan sesuai denganaral maupun etika.
Berdasarkan hasi -r/ \“ an oleh penulis pada bidang
tenaga kerja, di q/p._ﬁ’ Mu HA}‘\ man pedoman PP No.46
\
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dari dua kriteria

arus disetujui oleh atasan
langsung/pejabat penilainya. Penilaian kinerja dengan menggunakan SKP ini
meliputi beberapa aspek, yakni kuantitas, kualitas, waktu dan biaya sesuai dengan
karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masing instansi. Lebih lanjut

dijelaskan pula bahwa aspek-aspek tersebut disusun dengan mengacu pada



standar teknis kegiatan masing-masing instansi. Adapun penilaian dilakukan
dengan membandingkan aspek-aspek penilaian pada target di awal tahun dengan
realisasi yang dicapai pada akhir tahun. Sehingga hasil penilaian untuk SKP
sebagai berikut :
1) Sasaran kerja pegawai
a. Kuantitas (Output)

Aspek Kuantitas ada ., yang menggambarkan tingkat

kesesuaian antara jums :--/ uiberikan, atau diselesaikan dalam
.&_u “‘p}( AS Sq
'i‘l‘L

= \\\d‘hl.f

g pegawai dinilai
akukan dalam tugas
jabatannya selama satu tahun. Tugas dan pekerjaan tersebut dibagi menjadi
tugas dan pekerjaan yang dilakukan dalam kurun waktu satu bulan,

trimester, caturwulan, semester ataupun dalam kurun waktu satu tahun.



Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan
beberapa informan terkait aspek kuantitas kinerja pegawai kontrak, maka
diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai
berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu

informan yaitu Staff PPPK Sub Tata Usaha di kantor Balaikota Makassar

yang mengatakan bahw
“..Salah sat aeMmberikan pekerjaan baru kepada

pegawai J“# : - perjan -~ a yaitu untuk mengetahui
ﬁ\‘(?*g “ g |

nengevaluasi  kembali
ol OWasy'y £ dEan 26 April

b

dapat saya

perjanjian

/a tepat waktu

A, Tanggal

/ an bahwa dalam

jabatannya sesual denae Eljaal ditetapkan. Ini menunjukkan

bahwa untuk kuantitas dari beban pekerjaan yang diberikan terhadap masing-
masing pegawai kontrak di kantor Balaikota Makassar tidak menjadi masalah dan
mampu diselesaikan oleh masing-masing pegawai. Sehingga tidak perlu
mengurangi beban pekerjaan dan bahkan mungkin dapat diberikan tugas yang

lebih. Namun lebih jauh dalam mengukur aspek kuantitas ini, tentunya tidak



hanya dilihat dari seberapa banyak atauapun seberapa besar beban kerja yang
diselesaikan oleh pegawai setiap tahunnya, tentunya harus dikaitkan dengan aspek
kualitas, waktu dan biaya sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan apakah
pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pegawai kontrak dapat dikatakan
telah memenuhi harapan dan menunjang pencapaian tujuan organisasi.

b. Kualitas (Mutu)

Kualitas pekerjaan i igan dengan mutu yang dihasilkan oleh
para pegawai dari suatu pekgi

mencerminkan p Yoif M 'l H.ﬂ. erjaan dan kesesuaian

pekerjaan ) * "hKA’S g 4
& ?\\\dﬂ# y/

Ly "h"u h‘-‘ (6 d“’ roasa

informan yaitu Kepala Bida engangkatan ASN BKDdi kantor

Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:

“..Penilaian terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjasecara
keseluruhan adalah baik, walaupun beberapa pegawai masih menunjukkan
kualitas yang masih kurang dalam pekerjaannya. Meskipun sebenarnya
para Aparatur Sipil dituntut untuk selalu melaksanakan pekerjaan sebaik-
baiknya, kalau bisa dicapai hasil yang lebih baik, kenapa tidak



mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik”. (Wawancara V.A, Tanggal,
05 Mei 2017).

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu
informan yaitu Staff PPPK Sub Sandi Telkom di kantor Balaikota Makassar yang
mengatakan bahwa:

“...Karena tidak tertutup kemungkinan makin tinggi kualitas Pendidikan
seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja makin tinggi
wawasannya tapi tergantung niat dan kemauan yang besar maka hasilnya
akan  lebih bagus da nenyelesaikan tugas yang diberikan”.
(Wawancara, S.R, Tange®.

5 MU H 44 mpulkan bahwa dengan
adanya /@‘ﬁ :&i R 3 S 42 ﬂfo‘;:;r rak yang ada di
& M A ; DL

Berdasarkan f

suatu organisasi akan tercapai apabila pekerjaan yang dilakukan oleh para
pegawai dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam hal
ini diantaranya ; Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan Pekerjaan
selesai pada saat dibutuhkan.Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis

lakukan dengan beberapa informan terkait aspek biaya kinerja pegawai kontrak,



maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai

berikut;

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu
informan yaitu Kepala Bidang Kinerja dan pengangkatan ASNBKDdi kantor
Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...Meskipun para pegawai PNS maupun PPPK mampu menyelesaikan
pekerjaannya dengan tepat ktu belum berarti dapat dikatakan baik.
Akan ada saja kendala ya aF: ap| Kadang mereka masih terkendala

/ keglatan yang intensif seperti
kegiatan yang 1 ester ataupun caturwulan,
disebabkan Pt MU 3 Ium memadai dan juga

“{pt:h Fikota ini”.(Wawancara,

FKAS

Kinerja
aruhi suatu

hal ini tidak dapat dikatataka ebagaimana yangtelah dijelaskan
sebelumnya bahwa pelaksanaan program kerja dan waktunyabervariatif, ada
pekerjaan yang harus diselesaikan setiap bulan, setiap trimester,caturwulan,

semester dan lain-lain. Sehingga diperlukan pengukuran waktu yanglebih akurat

dan mempertimbangkan maslah-masalah tersebut.



d. Biaya

Efektivitas biaya disini mengenai tingkatan dimana penggunaan
sumberdana organisasi yang mana didalamnya menyangkut penggunaan
keuangandimaksimalkan untuk mendapatkan hasil yang tertinggi atau
pengurangankerugian dari tiap unit. Didalam melaksanakan tugasnya para

pegawaidiharapkan untuk dapat memberdayakan/menggunakan segala

rganlsaS| yang bersangkutan guna
lendari segi waktu maupun hasil

sumber dayakeuangan yang ada/C

e
W

M

i“‘::;;:‘i..;%};f
7 Nz

e ATAe

/r an agar bisa
1L yerbagai kegiatan
‘QQQ;‘} ssar”.(Wawancara,
dapat disimpulkan bahwa
Untuk aspek biaya,pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai di kantor Balaikota
Makassar telah efisien dan ada pula sebagia pekerjaan yang belum efisien karena

melebihi penggunaan biaya yang ditargetkan,namun sudah dapat dikatakan

mampu untuk menunjang pencapaian tujuanorganisasi.



2) Perilaku kerja

a. Orientasi ;
Yang dimaksud dengan “orientasi pelayanan” adalah sikap
danperilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada

yangdilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit

kerjaterkait, dan/atau instansi laln. Konsep orientasi pelayanan eratkaitannya

pegawai Balaikota
askan, terbukti setiap
atang aikota tidak pernah mengeluh
g diberikan”. (Wawancara, V.A, Tanggal,05

dKa aing d »
terhadap pelayanan yan
Mei 2017)
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Staff PPPK Sub Tata

Usaha di kantor Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:



“...Melayani masyarakat yang mengharapkan jasa pelayanan yang baikdan
prima tanpa membeda-bedakan ras dan agamanya.” (Wawancara,
I.1,Tanggal, 26 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa

penilaian terhadap orientasi pelayanan publik di kantor Balaikota Makassar
terbilang cukup memuaskan serta pegawai di bidang tenaga kerja telah mampu

menyelaraskan antarakapabilitas unit prganisasi dengan kebutuhan publik dalam

i

;;-',"v""l .J {{,;! ll\\}t
T S

#J* c.-mv, i @‘ ' il Jada godaan

! r : erapa informan
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Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu
informan yaitu Kepala Bidang Kinerja dan pengangkatan ASNBKD di kantor
Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:

“...Secara keseluruhan para pegawai memiliki integritas yang masih

rendah, apalah gunanya memiliki kecerdasan individual apabila tidak
dibarengi dengan integritas yang baik. Tentunya tidak akan



memberikan kontribusi apa-apa pada kualitas pekerjaan.
(Wawancara, V.A, Tanggal 05, Mei, 2017)
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Staff PPPK Sub Sandi
Telkom di kantor Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:
“..Jika setiap pegawai mampu memiliki orientasi yang baik, maka
akan mampu menciptakan orientasi kinerja yang baik. Baik itu
hubungannya dengan atasan dan juga publik. (Wawancara,

S.R,Tanggal, 26, April 2017)

dtas_maka dapat disimpulkan bahwa

ntuk mewujudkan

tujuanorganisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas
daripadakepentingan  diri  sendiri, seseorang, dan/atau  golongan.
Komitmenorganisasi secara umum dipahami sebagai ikatan kejiwaan
individuterhadap organisasi termasuk Kketerlibatan kerja, kesetiaan dan

perasaan percaya pada nilai-nlai oganisasi. Komitmen ini erat pula



kaitannyadengan integritas sehingga akan berdampak besar bagi
pencapaiankinerja pegawai. Apabila pegawai memunyai komitemen atau
loyalitasyang baik terhadap organisasi, maka tujuan organisasi akan lebih
cepattercapai.Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan
dengan beberapa informan terkait komitmen pegawai dalam memberikan

pelayanan, maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang penulis

lakukan sebagai berikut:

¥ (o)
'
o mﬁ: "R

"‘C‘\* w;_-if lj‘ (W a, V.A,

\uh’ﬁ‘ ;

pegawai sudah
untuk tetap

ara “oiats aka dapat disimpulkan bahwa
komitmen yang dimiliki setiap pegawai balaikota Makassar sangat menunjang
pekerjaan yang sifatnya jangka panjang.Kesetiaan dan ikatan kejiwaan terhadap
organisasi akan menjadikanpegawai selalu berusaha untuk menyelesaikan

pekerjaan dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi organisasi.



d. Disiplin

Yang dimaksud dengan “disiplin” adalah kesanggupan PegawaiNegeri
Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yangditentukan
dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturankedinasan yang
apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukumandisiplin. Disiplin sebagai

suatu proses bekerja yang mengarah kepadaketertiban dan pengendalian diri.

Dalam kaitannya deng |swanto (1989) mengemukakan

yang baik dalam
i masih kurang
mempunyai ke g-baik atau dengan kata lain belum
menghargai dan kurang patuh terhadap pekerjaan yang dibebankan
kepadanya.”(Wawancara, V.A, Tanggal 05 Mei, 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Staff Tata Usaha di
kantor Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:

“..Ya sudah pasti kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas
yang diberikan oleh Atasan menjadi acuan Seorang pimpinan dalam



memperpanjang perjanjian kerja pegawai itu sendiri”. (Wawancara,
L.S,Tanggal, 26 April, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasill
wawancara ini, para pegawai masih kurang menghargai waktu dalam
menyelesaikan pekerjaannya sehingga terkadang pegawai di Balaikota terlambat
menyelesaikanpekerjaan pada setiap bulannya ataupun jangka waktu lainnya.

Sehinggakan mempengaruhi produktivitas pegawai terkait dengan kualitas dan

kuantitas pekerjaan yang dihasila atisrendah. Hal ini sangatpenting untuk

dibenahi, budaya b ! sckerjaan dan dan tidak taat

jam kerja KHSS,q

».Al!h; "
Ve R‘M- w.,:/ ®

P 'h [ de
*l||.‘

terkait kerjasama pegawai dalam memberikan pelayanan, maka diperoleh

berbagai informasi atas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:
Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu
informan yaitu Kepala BidangKinerja dan pengangkatan ASN BKD dikantor

Balaikota Makassar yang mengatakan bahwa:



“...Kerjasama antar pegawai di Bagian Umum Kantor Balaikota
Makassar dapat dikatakan telahbaik walaupun beberapa pegawai
masih belum memiliki kerjasama yangbaik. Kerjasama atau
teamwork merupakan modal yang terpenting didalam
menyelesaikan pekerjaan”. (Wawancara, V.A,Tanggal, 05 Mei, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa
dalam sebuah organiasisasi tentunya setiap program kerja tidak terlepas dari
kebutuhan kerjasama tim atau teamwork karena setiap program Kkerja pasti
dilaksanakan secara tim dan bukapifdividu saja, walaupun dalam pembagian
tugas dan masing-masing / \ ab pada satu pekerjaan.apakah
setiap ini pegawai K p,E“ MUH 1
rekan kerjg / & P\K-ASS

o \\d‘hhf/

VW :c\ ‘1! ‘J;
‘:-.:-a et I spemimpinan” adalah

tersebut untuk mem
diinginkan kelompok.
Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan dengan

beberapa informan terkait kepemimpinan pegawai dalam hubungannya



dengan atasan , maka diperoleh berbagai informasi atas wawancara yang
penulis lakukan sebagai berikut:

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu
informan yaitu Staff Tata Usaha di kantor Balaikota Makassar yang
mengatakan bahwa:

“..Menurutsaya  Jiwa  Kepemimpinan  dalam hal ini

KepalaBagianUmum di ntor Balaikota Makassar harus memiliki

jiwa kepemimpinan u empengaruhi bawahannya atau yang

berkaitan dengan b Gl deml tercapainya tujuan dan
terselesaikang r'""#

/ ara, W.I, Tanggal, 05 Mei, 2017)
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)/Kontrak Di

adap setfap pegawai kontrak

tersebut dapat menyebabkan penilaian menjadi kurang akurat, serta
penilaian tersebut bersifat sangat subjektif karena hanya dinilai oleh
atasan saja dan tidak melibatkan unsur-unsur lain yang terkait. Lebih

lanjut penilaian ini hanya mengukur kinerja secara individual dan bukan

61



kinerja secara tim sedangkan pada saat ini pekerjaan lebih banyak
dibebankan pada kerjasama tim, bukan pada indvidu semata. Selain itu
kinerja para pegawai kontrak yang tidak maksimal menimbulkan
kecemburuan sosial bagi pegawai kontrak lainnya.

B. Saran

1. Diperlukan adanya pelatihan maupun program pengemabangan pegawaiagar
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